PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jlan Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,

Kode Pos : 25673, email : kecamatanrahultapan@pesisirselatankab.go.id
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KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR :047/ 43 /Kpts-CRAH/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU
TAPAN NOMOR:047/28/Kpts-CRAH/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KECAMATAN RANAH

Menimbang

Mengingat

AMPEK HULU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

bahwa Pcjabat Pengelola Informasi dan Dokuentasi (PPID)
berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang
dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan;

bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuentasi (PPID)
Pembantu adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi
sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuentasi (PPID) di
Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah
dalam hal ini dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah Ampek

Hulu Tapan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan
Kedua Atas Lampiran Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu
Tapan Nomor:047/28 /Kpts-CRAH/2022 tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)
Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tamabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia

Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6206);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2021 Nomor 7);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

13. Pc ¢ v . ..
raturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021

;&:‘tzﬂggtsggabgr_an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
telah Lol esisir Sclz'xtan Tahun Apggamn 2022, sebagaimana
Nomor lfg‘apa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati
Ble tahgn 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

craturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menctapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang
Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Camat Ranah Ampcek
Hulu Tapan Nomor:047/28/Kpts-CRAH/2022 tentang Penunjukan
Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2022,
sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

Pejabat  sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU

melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

1.

6.

Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan

memberikan pelayanan infromasi sesuai aturan yang berlaku
secara cepat, tepat dan sederhana

Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan
publik

Melakukan uji konsekuensi

Menglasifikasikan infromasi dan pengubahannya
Menetapkan infromasi yang dikecualikan yang telah habis

jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang

dapat diakses
Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang

diambil.

informasi

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini,
dibebankan pada Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal | Agustus
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